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RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengelolaan desa dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di Desa Pendem Kecamatan Junrejo
Kota Batu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dimana peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk mengidentifikasi
informan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain wawancara,
observasi, pencatatan, dan analisis data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian
data, reduksi data, dan teknik kecerdasan dasar membuat/penguatan inferensi. Hasil peran
pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
infrastruktur, dimana pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan menyediakan fasilitas yang berkualitas untuk kegiatan perencanaan pembangunan bersama
masyarakat, komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga terbentuklah perencanaan
membangun jalan beraspal untuk setiap jalur dan membangun jalan pertanian. Hal ini terlihat dari
peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mendorong pembangunan melalui pembangunan jalan
aspal di setiap jalur dan pembangunan jalan aspal di lahan pertanian, dimana perangkat desa dapat
memfasilitasi kemudahan akses bagi masyarakat dan pembangunan, dari perekonomian
masyarakat. Terdapat faktor pemungkin yaitu tingkat dukungan atau partisipasi masyarakat
terhadap pembangunan infrastruktur sehingga proses pembangunan berjalan lancar. Faktor
penghambatnya adalah sebagian masyarakat belum memahami RKPDesa (Rencana Kerja
Kewenangan Desa) tentang pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Mensejahterakan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur.



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

UU Desa dan peraturan pelaksanaannya no. 6 Tahun 2004 yaitu: Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014
Berdasarkan Pasal 1(1) bahwa desa adalah kota atau kota di Indonesia yang mempunyai
peraturan perundang-undangan dan pemerintahan tersendiri. Aparat desa mengatur
masyarakat desa berdasarkan adat istiadat setempat yang telah diterima masyarakat di desa
tersebut. Perangkat kabupaten mengawasi desa dalam sistem pemerintahan, namun desa
memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan masyarakatnya sendiri.

Desa di Indonesia didefinisikan oleh undang-undang sebagai komunitas dengan hak
dan tanggung jawab tertentu. UU Desa menyatakan bahwa setiap desa yang disebut desa,
atau dengan nama yang berbeda, dianggap sebagai masyarakat hukum. Komunitas-
komunitas ini memiliki kekuatan untuk mengatur urusan mereka sendiri dan melindungi
kepentingan komunitas lokal mereka.

Desa-desa tersebut resmi tercantum dalam Perda 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Badan Desa No. 72 Tahun 2005. Secara hukum berarti kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas yang jelas dan budaya lokal dalam suatu kesatuan yang diatur dalam
sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan organisasi
yang bertugas mengatur dan mengurus kelompoknya sendiri. Pemerintah kabupaten
mempunyai hak pembangunan sehingga dapat menghormati hak kolektif desa (Lai dan
Bosin, 2016: 124), desa merupakan salah satu organisasi yang mempunyai peranan penting
dalam keberhasilan penyelenggaraan negara.

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Pasal 78 UU No. Pasal 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
pembangunan desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan sarana dan prasarana desa yang
ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Potensi ekonomi lokal dikembangkan dan sumber daya alam dan lingkungan
dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mempunyai tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan



yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis, yang dipandu melalui tahapan-tahapan
pembangunan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup demi kepentingan
masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mencapai masyarakat adil,
makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Dana yang diterima oleh pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:
daerah pendapatan utama meliputi: Bagian negara dan pajak wajib dan kelayakannya di
daerah. Sehingga proyek-proyek pemerintah dapat dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh
APBN, termasuk anggaran provinsi (Suseno, 2013:345) karena persyaratan dan kewajiban
mengenai kecukupan sumber keuangan yang tersedia . (Wasistiono, 2006: 107) Pembiayaan
merupakan elemen penting dari Program pendapatan menyatakan sama dengan yayasan dan
dukungan pengguna kekuasaan. Karena desa diakui memiliki hak untuk menentukan nasib
sendiri, sumber keuangan memiliki keterkaitan bahwa semua tujuan dari semua pengaturan
tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dimana negara
memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan
infrastruktur untuk kepentingan rakyat kesejahteraan.

Pembangunan infrastruktur jalan dapat membantu menciptakan lapangan kerja di
industri konstruksi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri terkait. Hal ini
dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, pertumbuhan, meningkatkan kualitas
hidup, dan meningkatkan pergerakan barang. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan
memberikan dampak positif bagi aktivitas warga atau masyarakat. Di sisi lain, jika
infrastruktur buruk, kemungkinan akan berdampak negatif bagi masyarakat, seperti
terganggunya transportasi untuk membawa hasil panen. Oleh karena itu, pemerintah dapat
memberikan yang terbaik atau memfasilitasi dengan infrastruktur yang baik, yang dapat
memberikan dampak positif bagi masyarakat, (Mustafa, Cahyo Sasmito, 2017).

Keberhasilan dalam satu bangsa dalam pembangunan nasional merupakan ukuran
kesejahteraan suatu bangsa dari segi kesejahteraan penduduknya, dalam hal ini
pembangunan fisik dari segi kesejahteraan sosial.

Pemberlakukan Hukum dilaksanakan untuk memberdayakan seluruh elemen
masyarakat dan melaksanakan pembangunan terbuka berlandaskan tata pemerintahan yang
baik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat disusun menurut beberapa aturan

kewenangan daerah menjadi pusat berfungsinya sistem pemerintahan kabupaten/kota untuk



mengatur dan mengukur kehidupan masyarakat menurut peraturan perundang-undangan di
berbagai daerah. Hal ini karena sebagian tanggung jawab administrasi publik dialihkan ke
pemerintah kabupaten/kota termasuk pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan
umumnya pada semua lapisan masyarakat (Nurman 2015:247).

Untuk meningkatkan PAD kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota harus
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri daerah dengan
mendorong lebih banyak investasi daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah.
Pemerintah melakukannya dengan mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah
(UKM) sebagai bagian dari sektor industri, misalnya dengan membangun infrastruktur yang
lebih baik, mengembangkan inovasi produk dan regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan
bisnis, yang memperkuat sektor lokal. Penghasilan. (PAD) Kabupaten/Kota. (Cahyo
Sasmito dkk. 2020:112).

Prioritas kebijakan program pembangunan di desa pendem, kecamatan junrejo kota
batu belum berjalan efektif dalam menanggulangi permasalahan yang ada di Desa Pendem
terutama, permasalahan di bidang bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu Salah
satunya terjadinya genangan air pada jalan penghubung antara desa, sehingga jalan tidak
dapat dilewati pada musim hujan. Sehingga perencanaan merupakan upaya untuk mencapai
kesejahteraan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat desa. Negara ada tanggung
jawab dan tugas yang sangat penting untuk mengatur rencana dapat dilakukan ke depan
dalam bidang pembangunan disegala bidang seperti pembangunan infrastruktur,
pembangunan pariwisata, pertanian dan yang mampu memberikan dampak yang baik
mensejahterakan masyarakat agar mengharapkan lebih memperhatikan pertimbangan
kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga apa yang direncanakan
dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Peneliti menarik pada
penelitian “Peran Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui
Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu”.

1.2 Perumusan Masalah
Para peneliti merumuskan yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui pembangunan infrastruktur Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu?



2 .Apa faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur Desa

Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.4.

1. Jelaskan peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan infrastruktur.
2 Mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong dan menghambat peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.
Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat baik
secara akademis dan praktis

1. Manfaat Akademis
Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang
fungsi pengelolaan desa untuk kemajuan masyarakat melalui pembangunan
infrastruktur.
2.Manfaat praktis

a) Bagi Peneliti

Dimaksudkan melalui pembangunan infrastruktur di Desa Pendem Kecamatan
Junrejo Kota Batu, peneliti dapat mengambil manfaat dan mempelajari lebih dalam
tentang fungsi pemerintahan desa untuk kesejahteraan umum.

B. Untuk Pemerintah Desa Pendem

Sumbangan kepada pemerintah desa dapat membantu mereka memahami nilai
pekerjaan pembangunan dan dapat menekankan betapa pentingnya pembangunan

infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
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